1. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut
asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas.
Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak
pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya
pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana
yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana

tersebut.

Roeslan Saleh! menyatakan bahwa:

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat
dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan
falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang
pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas.
Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan

sebagai soal filsafat”.

' Roeslan Saleh. 1982. Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana. Ghalia Indonesia.
Jakarta. him. 10
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Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan
pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah
melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia
dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang
yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu
dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia
telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas
yang tidak tertulis : “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu

dasar daripada dipidananya si pembuat.

Pepatah mengatakan: ” Tangan menjinjing, bahu memikul’’, artinya sesecorang
harus menanggung segala akibat dari tindakan atau kelakuannya. dalam hukum
pidana juga ditentukan hal seperti itu, yang dinamakan pertanggungjawaban
pidana. bedanya, jika pepatah tadi mengandung suatu pengertian yang luas sekali,
dalam hukum pidana pertanggungjawaban pidana dibatasi dengan ketentuan di
dalam undang-undang. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan
petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya
yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya satu
tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas
tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan
tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau rechtsvaardigingsgrond atau

alasan pembenar) untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan

2 Op.Cit. Ruslan Saleh. Hal. 75
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bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang

dapat dipertanggungjawabkan pidana kan.®

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut  sebagai
“’toerekenbaarheid’’, ’criminal responbility’’, ‘’criminal liability’’. Bahwa
pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang
tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang
terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau
dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu
bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan
tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan
atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang

dilakukan tersebut.*

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat
yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang
dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si
pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela ataukah si pembuatnya tidak
dicela. Pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan

dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.’

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian

pertangungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat

3 Op. Cit E.Y. Kanter dan S.R Sianturi. Hal. 249.
* Loc. Cit. Hal. 250.
> Op.Cit. Ruslan Saleh. Hal. 75-76.
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dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu
bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela

atas perbuatanya.®

Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban.
Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang
yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal
apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau
tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai

kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”.’

Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban
pidana bercampur aduk dalam buku Il dan Ill, sehingga dalam membedakannya
dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat
KUHP syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam
pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga

dalam persidangan.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah
melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah
ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang
terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas

tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum

®Op. Cit. Tri Andrisman. 2009. Hal. 95
’Op. Cit. Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian
Dasar dalam Hukum Pidana. Hal. 75
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untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya
seseorang “mampu bertanggung jawab” yang dapat dipertanggungjawabkan

pidanannya..

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah
melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah
ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan
yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas
tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan
tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau rechtsvaardigingsgrond atau
alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab,
maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat
dipertanggung-jawabkan. Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab

(toerekeningsvatbaar), bilamana pada umumnya.®

Dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapanya, E.Y.
Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur mampu bertanggung jawab
mencakup:
a. Keadaan jiwanya:
1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara
(temporair);
2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya),

dan

®Op. Cit. Kanter E.Y & S.R. Sianturi, 2002. Hal. 249
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3. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap,
pengaruh  bawah sadar/reflexe  bewenging, melindur/slaapwandel,
menganggu karena demam/koorts, nyidam dan lain sebagainya. Dengan
perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya:

1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;

2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan
dilaksanakan atau tidak; dan

3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Lebih lanjut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi® menjelaskan bahwa:

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan
“jiwa”(geestelijke vermogens), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan
“berfikir’(verstanddelijke vermogens), dari seseorang, walaupun dalam istilah
yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah verstanddelijke
vermogens. untuk terjemahan dari verstanddelijke vermogens sengaja digunakan

istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang”

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “foerekenbaarheid” dimaksudkan
untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan
atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak.'® Petindak di sini adalah
orang, bukan makhluk lain. Untuk membunuh, mencuri, menghina dan

sebagainya, dapat dilakukan oleh siapa saja. Lain halnya jika tindakan merupakan

% 1bid., him. 250.
'°Op. Cit. Roeslan Saleh,1981. Hal. 45.



25

menerima suap, menarik kapal dari pemilik/pengusahanya dan memakainya untuk

keuntungan sendiri.

1. Unsur-unsur Dalam Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban
pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan
perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia
melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang
melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah

dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Menurut Ruslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan
terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat
melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu
harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-
unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang
dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanannya
terdakwa maka terdakwa haruslah :

a) Melakukan perbuatan pidana;

b) Mampu bertanggung jawab;

c) Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan

d) Tidak adanya alasan pemaaf.

" Op.Cit. Ruslan Saleh. Hal. 75-76.
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Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika ke empat unsur tersebut diatas ada maka
orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan

mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana.

Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah
melakukan tidak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3
(tiga) yaitu:

1) Kemampuan bertanggungjawab;

2) Sengaja (dolus/opzet) dan lalai (culpa/alpa);

3) Tidak ada alasan pemaaf.*?

Pengertian kesalahan sebagai pengertian hukum dapat diketahui dari beberapa

pendapat sarjana berikut ini:*3

a. Mezger :
Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya
pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana

b. Simons:
Sebagai dasar untuk pertanggungganjawab dalam hukum pidana. la berupa
keadaan fisik dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya dan
dalam arti bahwa berdasarkan keadaan fisik itu perbuatannya dapat dicelakan

kepada si pembuat.

Op.Cit. Tri Andrisman. 2009. Hal. 91
BLoc. Cit. Hal. 94
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c. Pompe:
Pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat
melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum itu
adalah perbuatannya. Segi dalamnya, yang bertalian dengan kehendak si

pembuat adalah kesalahan.

Bahwa bilamana kita hendak menghubungkan petindak dengan tindakannya
dalam rangka mempertanggungjawab pidanakan petindak atas tindakannya, agar
supaya dapat ditentukan pemidanaan kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan
bahwa :

a. subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang;

b. terdapat kesalahan pada petindak;

c. tindakan itu bersifat melawan hukum;

d. tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang — Undang

(dalam arti luas);
e. dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan

lainnya yang ditentukan dalam undang —undang.**

Menurut Mulyatno (dalam Tri Andrisman)®® unsur-unsur pertanggungjawaban
pidana adalah:

1. Kesalahan;

2. Kemampuan bertanggungjawab;

3. Tidak ada alasan pemaaf.

'* Op.Cit. E.Y. Kanter dan S.R Sianturi. Hal. 253.
' Op.Cit. Tri Andrisman. 2009. Hal. 73.
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Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab

harus ada:

a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang
buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal)
b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang

baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan/kehendak).'®

Tegasnya  bahwa,  pertanggungjawaban  pidana adalah  merupakan
pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan
demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana
yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu
perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan
tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang
yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut
sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada
hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk

bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

2. Subyek Pertanggungjawaban Pidana
Subyek pertanggungjawaban pidana merupakan subyek tindak pidana, karena
berdasarkan uraian-uraian diatas telah dibahas bahwa yang akan

mempertanggungjawabakan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu

'® http://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/ diakses pada
tanggal 22 Juli 2013


http://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/
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sendiri sehingga sudah barang tentu subyeknya haruslah sama antara pelaku

tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.

Menurut Ey. Kanter dan SR. Sianturi '/, yang dianggap sebagai subyek Tindak
Pidana adalah Manusia (natuurlijke-persoonen), sedangkan hewan dan badan-
badan hukum (rechtspersonen) tidak dianggap sebagai subjek. Bahwa hanya
manusialah yang dianggap sebagai subjek tindak pidana, ini tersimpulkan antara
lain dari :

a. Perumusan delik yang selalu menentukan subjeknya dengan istilah:
barangsiapa, warga negara indonesia, nakhoda, pegawai negeri, dan lain
sebagainya. Penggunaan istilah-istilah tersebut selain daripada yang
ditentukan dalam rumusan delik yang bersangkutan, ditemukan dasarnya dari
pasal-pasal: 2 sampai dengan 9 KUHP. Untuk istilah barangsiapa, dalam
pasal-pasal : 2, 3 dan 4 KUHP digunakan istilah ’een ieder” (dengan
terjemahan ’ setiap orang “’).

b. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana seperti diatur, terutama
dalam pasal: 44, 45, 49 KUHP, yang antara lain mengisyaratkan sebagai
geestelijke vermogens dari petindak.

c. Ketentuan mengenai pidana yang diatur dalam pasal 10 KUHP, terutama

mengenai pidana denda, hanya manusialah yang mengerti nilai uang.

Perkembangan hukum pidana selanjutnya memang bukan hanya manusia saja
yang dianggap sebagai subyek. Penentuan atau perluasan badan hukum sebagai

subjek tindak pidana, adalah karena kebutuhan, terutama dalam soal perpajakan,

" Op.Cit. E.Y. Kanter dan S.R Sianturi. Hal. 253.
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perekonomian dan keamanan negara, yang disesuaikan dengan perkembangan
peradaban dan ilmu pengetahuan manusia. Namun pada hakekatnya, manusia

yang merasakan/ menderita pemidanaan itu. *°

Lalu siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku tindak

pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1, ke-2 dan ayat (2) Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa:

Ayat (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

(1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta
melakukan perbuatan.

(2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan seseuatu dengan
menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau
penyesetan. Atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan

sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan..

Ayat (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah

yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1, ke-2 dan ayat (2) KUHP di atas
mengkategorikan pelaku tindak Pidana sebagai orang yang melakukan sendiri
suatu tindak tindak pidana dan orang yang turut serta atau bersama-sama untuk

melakukan tindak pidana.

® |bid. Hal. 222.
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B. Tindak Pidana Perikanan
1. Pengertian Tindak Pidana Perikanan
Sebelum kita membahas apa yang dimaksud dengan tindak pidana perikanan ada
baiknya kita terlebih dahulu membahas apa yang dimaksud dengan tindak pidana.
Mengenai pengertian tindak pidana (straftbaar feit) beberapa sarjana memberikan
pengertian yang berbeda sebagai berikut :

a. Pompe:

Memberikan pengertian tindak pidana menjadi dua (2) definisi yaitu :

1. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang
dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk
mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahtraan umum.

2. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang oleh
peraturan perundang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat
dihukum.

b. Simons:

Tindak pidana adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana,

yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan

dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.
c. Vos:

Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan

perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang ada pada umumnya dilarang

dengan ancaman pidana.
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d. Van Hamel:
Tindak pidana adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet ( Undang-
Undang), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan

dengan kesalahan.

e. Moeljatno:
Perbuatan pidana (tindak pidana) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu
aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa

pidana tertentu, barang siapa melanggar larangan tersebut.

f.  Wirjono Prodjodikoro
Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan

hukuman pidana.*

Berdasarkan pengertian tindak pidana yang dikemukakan di atas, diketahui bahwa
pada tataran teoritis tidak ada kesatuan pendapat diantara pakar hukum dalam

memberikan definisi tentang tindak pidana.

Definisi mengenai pengertian tindak pidana para pakar hukum terbagi dalam dua
pandangan/aliran yang saling bertolak belakang, yaitu :
a. Pandangan /Aliran Monistis, yaitu :

Pandangan /Aliran yag tidak memisahkan antara pengertian perbuatan pidana

dan pertanggungjawaban pidana.

"9 Op.Cit. Tri Andrisman. Hal. 70
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b. Pandangan /Aliran Dualistis, yaitu :

Pandangan / Aliran ysng memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan
pidana (criminal act atau actus reus) dan dapat dipertanggungjawabkannya si
pembuat (criminal responbilitiy atau mens rea). Dengan kata lain pandangan
dualistis memisahkan pengertian perbuatan pidana  dengan
pertanggungjawaban pidana.

Dalam praktik peradilan pandangan dualistis yang sering diikuti dalam
mengungkap suatu perkara pidana (tindak pidana), karena lebih memudahkan

penegak hukum dalam menyusun suatu pembuktian perkara pidana®.

Namun penulis lebih sependapat dengan pengertian yang dirumuskan oleh E.Y.
Kanter dan S.R. Sianturi ?* mengenai pengertian dari tindak pidana yaitu sebagai
suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau
diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan
hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu

bertanggung jawab).

Kemudian akan dibahas apa yang dimaksud dengan perikanan dan pengelolaan
perikanan. Dalam Pasal 1 angka (1) dan (7) Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 45 tahun 2009, yang dimaksud dengan perikanan adalah semua kegiatan
yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan
lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai pemasaran
yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Sedangkan pengelolaan

perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam

*° Ibid. Hal. 71.
' Op.Cit. E.Y. Kanter dan S.R Sianturi. Hal. 222.
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pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan,
alokasi sumber daya ikan dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan
perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau
otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber

daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

Sehingga jika dapat disimpulkan antara dua pengertian diatas maka Tindak Pidana
Perikanan adalah Perbuatan yang dilarang dalam semua kegaiatan yang
berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan
lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai pemasaran
yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan, yang dilakukan oleh
orang/badan hukum yang mampu bertangungjawab dan diancam pidana sesuai

ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Perikanan

Apabila kita akan merumuskan unsur-unsur dari tindak pidana perikanan, sudah

barang tentu kita akan mengkaitkan dengan unsur-unsur dari tindak pidana, baru

kemudian kita akan menjabarkannya secara nyata sesuai dengan tindak pidana

yang dilakukan dan melanggar ketentuan undang-undang tentang perikanan. Para

penulis buku pidana telah memberikan unsur-unsur dari tindak pidana,

diantaranya sebagai berikut:

a. Simons, (dalam Tri Andrisman)®* seorang penganut aliran monistis dalam
merumuskan pengertian Tindak pidana, ia memberikan unsur-unsur tindak

pidana sebagai berilkut :

*2 Op.Cit. Tri Andrisman. Hal. 72.
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Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau
membiarkan);

Diancam dengan pidana;

Melawan hukum;

Dilakukan dengan kesalahan;

Orang yang mampu bertanggung jawab.

b. Moeljanto (dalam Tri Andrisman)?® merumuskan unsur-unsur tindak pidana

sebagai berikut :

1.

2.

3.

Perbuatan (manusia);
Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (merupakan syarat
formil);

Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materil ).

c. E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi?®* secara ringkas unsur-unsur tindak pidana

yaitu:

1. Subjek;

2. Kesalahan;

3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan);

4. Suatu tindakan vyang dilarang atau diharuskan oleh undang-
undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;

5. Waktu, tempat dan keadaan. (unsur okjektif lainya).

* |bid. Hal. 72.

**0p.Cit. E.Y. Kanter dan S.R Sianturi. Hal. 222.
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Sehingga dari beberapa pendapat diatas, menurut penulis jika di
jabarkan/diterapkan dalam tindak pidana perikanan maka unsur-unsur dari tindak
pidana perikanan adalah:

1. Adanya Subjek/ Perbuatan Manusia (orang/korporasi/badan hukum) /pelaku
tindak pidana perikanan yang mampu bertanggungjawab.

2. Melakukan kesalahan secara sengaja atau tidak disengaja.

3. Yang bersifat melawan hukum sesuai ketentuan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan.

4. Diancam hukuman pidana sesuai dengan pasal-pasal yang terbukti dilanggar
dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang
perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang
perikanan.

5. Dilakukan sesuai tempat, waktu dan keadaan sesuai dengan Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan.

C. Perbuatan Yang Tergolong Dalam Tindak Pidana Perikanan

Maraknya terjadi tindak pidana di bidang perikanan tidak hanya merugikan secara
materi dengan nilai trilyunan rupiah, tetapi juga menimbulkan ancaman terhadap
sumber daya ikan, menghancurkan perekonomian nelayan, dan melanggar
kedaulatan negara di lautan. Oleh karena itu, terhadap persoalan tindak pidana di
bidang perikanan ini harus dilakukan suatu strategi penanggulangan baik

pencegahan maupun pemberantasannya secara terpadu dan komprehensif agar
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dapat menegakkan kedaulatan, keamanan, pembangunan ekonomi dan citra

bangsa Indonesia sebagai bangsa bahari yang besar dan berdaulat.

Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan
strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan
memberantas perbuatan tindak pidana dibidang perikanan sesuai dengan asas dan
tujuan pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan

secara berkelanjutan.

Perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana perikanan adalah
perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh orang perorangan/koorporasi dalam
rangka pengelolaan perikanan namun tidak sesuai dan melanggar asas-asas dan

tujuan dari pengelolaan perikanan.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,
pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas;

a. manfaat;

b. keadilan;

c. kebersamaan;

d. kemitraan;

e. kemandirian;

f. pemerataan;

0. keterpaduan;

h. keterbukaan;

i. efisiensi;
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J. kelestarian; dan

k. pembangunan yang berkelanjutan.

Selanjutnya tujuan pengelolaan perikanan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor

31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009, yaitu:

a. Meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil;

b. Meningkatkan penerimaaan devisa negara;

c. Mendorong perluasan dan kesempatan kerja;

d. Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan;

e. Mengoptimalkan pengelolaaan sumber daya ikan;

f. Meningkatkan produktivitas, mutu, nilai, tambah, daya saing;

g. Meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengelolaaan ikan;

h. Mencapai pemanfaatan sumber daya ikan , lahan pembudidayaan ikan , dan
lingkungan sumber daya ikan secara optimal dan;

i. Menjamin kelestarian sumber daya ikan, bahan pembudidayaan ikan, dan tata

ruang.

Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009
tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,
menyatakan bahwa; Setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan
pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengenai:

a. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;

b. jenis, jumlah, ukuran dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
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c. daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan;

d. persyaratan atau standar prosedur penangkap ikan;

e. sistem pemantauan kapal perikanan;

f. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;

g. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penagkapan ikan berbasis budi
daya;

h. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;

i. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;

J. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;

k. kawasan konservasi perairan;

I. wabah dan wilayah penyakit ikan;

m. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimaksukkan, dan dikeluarkan,
ke dan wilayah negara Republik Indonesia;

n. jenis ikan yang dilindungi.

Apabila ketentuan sebgaimana tersebut diatas dilanggar maka pelakunya juga

telah melakukan Tindak Pidana Perikanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan juga telah secara
jelas mengatur pasal-pasal tentang ketentuan pidana yang tidak boleh dilanggar
dalam usaha dan /atau kegiatan pengelolaan perikanan yaitu dalam Bab XV Pasal

84 sampai dengan Pasal 104 yang juga memuat pidana penjara dan denda.
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Adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan
sehingga asas dan tujuan pengelolaan perikanan dapat dilaksanakan sesuai dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan

atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

D. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Terhadap pelaku tindak perikanan yang harus dipertanggungjawabkan kepada
sipembuatnya adalah jika sipembuat pidana melakukan perbuatan pidana
sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 1 sesuai ketentuan dalam Undang-Undang
Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut yaitu : setiap orang yang ditangkap,
disangka, dituntut, dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap, tidak bersalah
sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah
memperoleh kekuatan hukum tetap. Perlu diketahui pula dalam Pasal 8 ayat 2
yaitu, dalam mempertimbangkan berat ringannya suatu putusan pada pelaku
tindak pidana perikanan, disini hakim juga melihat sifat jahat dan baiknya dari
pelaku tindak pidana perikanan. Teori dasar petimbangan hakim menurut Pasal
183 KUHAP mengenai pembuktian dalam perkara tindak pidana perikanan
terhadap pelaku tindak pidana perikanan , peranan barang bukti pada tindak
pidana perikanan, disamping barang bukti ada 2 hal yang perlu dipertimbangan

oleh hakim dalam putusan yaitu : (1) Barang bukti dan (2) Alat bukti.

Menurut Pasal 184 ayat 1 KUHP , hakim dalam menjatuhkan putusan dalam
persidangan harus minimal 2 alat bukti , alat bukti yang digunakan oleh hakim

berdasarkan KUHAP Pasal 184 yaitu :
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surat
petunjuk
keterangan terdakwa

keterangan saksi

o r w0 DN E

keterangan ahli

Teori yang digunakan dalam pertanggungjawaban pidana atau ajaran kesalahan,
dasar dilakukannya pemidanaan maupun pertanggungjawaban pidana terhadap
perbuatan melawan hukum adalah adanya unsur kesalahan dari si pembuat. Tanpa
adanya unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum maka perbuatan
tersebut tidak dapat dipidana. Berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen
straf zonder schuld atau null poena sine culpa). Kesalahan dalam hal ini adanya
pelaku tindak pidana yang melakukan dan tidak melakukan perbuatan yang

memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Bentuk-bentuk kesalahan dalam ajaran hukum pidana adalah sebagai berikut :

a. Kesengajaan (dolus)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi tentang
arti kesengajaan. Definisi kesengajaan menurut Satochid adalah melaksanakan
suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak

yang bersifat melwan hukum.

b. Kelalaian (culpa)
Selain sikap batin yang berupa kesengajaan adapula sikap batin yang berupa
kelalaian. Seperti halnya kesengajaan, KUHP juga tidak mendefinisikan secara

pasti tentang pengertian kelalaian. Jadi dapat dikatakan kelalaian timbul karena
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seseorang itu alfa, sembrono, teledor, berbuat kurang hati-hati atau kurang

menduga.?®

Unsur-unsur pidana sebagai dasar pertanggungjawaban merupakan kesalahan
yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungan dengan kelakuannya yang dapat
dipidana dan berdasarkan kejiwaannya pelaku dapat di cela karena kelakuannya.
Dengan kata lain, hanya dengan perbuatan yang dilarang tersebut dapat
dipertanggungjawabkan si Pelaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat 1
KUHP yaitu: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau

terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

Pertanggungjawaban termasuk unsur kesalahan (schuld) karena untuk dapat
dipidana perlu adanya kesalahan, hal tersebut sesuai dengan asas dalam hukum
pidana yaitu tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan, sedangkan kesalahan
bukanlah sudut pengertian normative. Demikian pula dengan pertanggungjawaban
pidana pelaku tindak pidana perikanan, maka untuk dapat dipidana pelaku tindak
pidana perikanan menurut ajaran kesalahan adalah perbuatan pidana yang

dilakukan harus mengandung unsur kesalahan.

%> Soedarto. 1986. Hukum dan Hukum Pidana. Cet 4 Alumni. Bandung. Hal 123



